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PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Pasal 129 ayat (3) dan Pasal 130
ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) disusun sebagai landasan penyusunan
KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pedoman
penyempurnaan Rancangan (Renja) Perangkat Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu disusun Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun
Anggaran 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali
Kota Cirebon;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negaa Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310;
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 517);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 541);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013
tentang Rencana Kerja Pembangunan Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018 (Lembaran
Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 7 Seri E)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013
tentang Rencana Kerja Pembangunan Menengah Daerah
Kota Cirebon Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota
Cirebon Tahun 2015 Nomor 11 Seri E);
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Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 15
Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor
63);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang
Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6
Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor
69);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun
2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Cirebon Nomor 70);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun
2016 Nomor 16 Seri A);

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 25 Tahun 2016
tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Perencanaan Pembangunan Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon
Tahun 2016 Nomor 25);

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA CIREBON TAHUN
ANGGARAN 2018.
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Pasal 1
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon
Tahun Anggaran 2018 merupakan salah satu dokumen
perencanaan pembangunan yang bersifat lebih taktis
dengan dimensi perencanaan jangka pendek (tahunan) dan
menjadi landasan operasional dalam penyusunan RAPBD

Tahun Anggaran 2018.

Pasal 2
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon
Tahun Anggaran 2018 merupakan dokumen perencanaan
pembangunan yang harus dijadikan acuan bagi seluruh
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Cirebon dalam menyusun program pembangunan Tahun

Anggaran 2018.

Pasal 3
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon
Tahun Anggaran 2018 disusun dengan sistematika sebagai

berikut :
BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BABIII : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI
DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
DAERAH

BABIV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
DAERAH

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

BAB VI : PENUTUP

Pasal 4
Isi dan uraian RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
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Pasal 5
Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah Kota Cirebon wajib mempedomani Peraturan Wali
Kota ini dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan

pembangunan pada Tahun Anggaran 2018.

Pasal 6
Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Peraturan
Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 dan

sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Wali Kota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 30 Mei 2017

WALI KOTA CIREBON,
ttd,
NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 31 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
7.2 KEPALA\BAGIAN HUKUM

/< DAN HAK &

P:SI MANUSIA,

Wor. YUYUN SRIWAHYUNI P
O cPembina Tingkat I (IV/b)
NIP=19591029 198603 2 007
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LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA CIREBON

NOMOR 22 Tahun 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2018



